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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014
tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Pengurus
Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia, mengamanatkan bahwa
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab aktivitas
Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal dalam
suatu Piagam Pengawasan Intern, dan harus sesuai dengan
Misi Pengawasan Intern dan unsur yang diwajibkan dalam
Kerangka  Praktik Profesional Pengawasan Intern
Pemerintah (KP3IP);

bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan
Piagam Pengawasan Intern dalam menunjang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai landasan
yuridis bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait
kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan
yang menjadi tugasnya;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indoensia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009



Menetapkan

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau
Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 161);

12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Bendahara;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.

5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi.

7. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat
PKPT adalah rencana  pengawasan tahunan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun dalam
bentuk program kerja yang harus dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada
kebijakan pengawasan.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

9. Auditor adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.

10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern dalam Peraturan Gubernur ini
dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, batasan kewenangan,
tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam
melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Intern dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan
untuk:

a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak
organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Pemerintah Daerah;

b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah
dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan
tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan
melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan
serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;



c. menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai budaya
organisasi  seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas,
objektivitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Pasal 4

(1) Piagam Pengawasan Intern memuat:

Visi dan Misi;

Kedudukan dan Peran APIP;

Tugas dan Fungsi APIP;

Kewenangan APIP;

Tanggung Jawab APIP;

Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan APIP;

Prinsip Dasar, Kode Etik dan Standar Audit APIP;
Indepedensi dan Objektivitas APIP;

Persyaratan Auditor/PPUPD yang duduk dalam Unit APIP;
Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor/PPUPD;
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k. Hubungan Kerja dan Koordinasi;
l. Pengawasan terhadap APIP; dan

m. Penilaian Berkala.

(2) Piagam Pengawasan Intern dan Penjelasan Piagam Pengawasan
Intern tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan
Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 November 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd

H. FATHURRAHMAN
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002



